BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

20

14 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Kepada Camat;

Mengingat ;1.
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Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Begara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Nomor 11);

Peraturan Bupati Bangli Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
KEPADA CAMAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

PO

o
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Daerah adalah Kabupaten Bangli.

Pemerinah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
Bupati adalah Bupati Bangli.

Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama



oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
yang ditetapkan dengan peraturan desa.

8. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap
rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui
bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau
Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2
Pemerintah Daerah mendelegasikan Kewenangan
Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada
Camat.

Pasal 3

Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

b.evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APB Desa; dan

c. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

(1) Dalam melakukan Evaluasi Camat dapat membentuk
Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Desa.

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

(1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
memberikan laporan hasil Evaluasi kepada Camat dan
Camat melaporkan keseluruhan pelaksanaan Evaluasi
kepada Bupati.

(2) Materi laporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat keseluruhan hasil Evaluasi yang
telah dilakukan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR
Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003
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